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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 323/Pdt.G/2021/PA.Botg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Bontang  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

perdata pada tingkat  pertama dalam persidangan Majelis  telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT,  tempat dan tanggal lahir Tarakan, 16 April  1986, agama

Islam,  pekerjaan  PNS di  SLTP Negeri  5  Bontang,

pendidikan S2,  tempat  kediaman di  Kota  Bontang,

Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat  dan tanggal  lahir  Samarinda,  12 Desember 1981,

agama Islam, pekerjaan Swasta,  pendidikan SLTA,

tempat  kediaman di  Kabupaten Kutai  Kartanegara,

Provinsi Kalimantan Timur, sebagai  Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di

persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa,  Penggugat  dengan  surat  gugatannya  tertanggal  26  Juli  2021

yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Bontang  di  bawah

Nomor 323/Pdt.G/2021/PA.Botg  tanggal  03 Agustus 2021, telah

mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa,  Penggugat dan  Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah

di  Samarinda pada tanggal 20 November 2011, yang tercatat pada Kantor

Urusan Agama  Kecamatan  Samarinda  Utara  Kota  Samarinda  Provinsi

Kalimantan  Timur, dengan Kutipan  Akta  Nikah  Nomor.  1459/247/XI/2011

tanggal 24 November 2011;
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SALINAN

2. Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  telah  hidup  rukun

sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan,

dan bertempat tinggal bersama di  rumah kediaman bersama di Kelurahan

Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang selama 2 bulan,

kemudian  pindah  di  rumah  kediaman  bersama  di  Kelurahan  Belimbing

Kecamatan  Bontang  Barat  Kota  Bontang  Selama  7  bulan  dan  terakhir

pindah di rumah kediaman bersama di Kelurahan Bontang Baru Kecamatan

Bontang Utara Kota Bontang selama 8 tahun 2  dan sampai sekarang ini

perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 9 tahun 8 bulan; 

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga)

orang anak yang masing-masing bernama;

3.1.ANAK 1 lahir di Bontang, 29 Maret 2014;

3.2.ANAK 2 lahir di Bontang, 29 Januari 2016;

3.3.ANAK 3 lahir di Bontang, 20 Februari 2020;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan

Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2020 mulai

terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut

karena:

5.1. Masalah  Tergugat  Jarang  Pulang  Kerumah  kediaman

bersama,  dimana saat  itu  Tergugat  bekerja  sebagai  Operator  Alat

Berat di Kota Samarinda, setiap Penggugat menanyakan hal tersebut

kepada  Tergugat,  Tergugat  selalu  beralasan  sibuk  bekerja  dan

apabila  Pengugat  meminta izin  untuk menjenguk Tergugat  di  Kota

Samarinda, Tergugat selalu menolak keinginan Penggugat;

5.2. Masalah  Tergugat  menjalin  hubungan  asmara  dengan

wanita lain;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

semakin tajam dan memuncak terjadi  bulan Oktober 2020  dan akibatnya

sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 9 bulan, Penggugat
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SALINAN

dan  Tergugat  berpisah  tempat  tinggal,  dimana  Tergugat  yang  pergi

meninggalkan kediaman bersama;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa

rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi,

karena  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  sulit  diatasi  dan  tidak  ada

harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik

bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa  Penggugat  adalah  Pengawai  Negeri  Sipil  di  SMPN  5  (Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kota  Bontang)  dan telah  mendapatkan Izin

Perceraian  berdasarkan  Surat  Keputusan  Pemberian  Izin  Perceraian

Nomor:  800/138/BKPSDM.03 yang ditetapkan di  Bontang oleh Wali  Kota

Bontang tanggal 29 Juni 2021;

9. Bahwa  Penggugat  sanggup  untuk  membayar  seluruh  biaya  yang

ditimbulkan dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon

kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa

dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya

berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya;

Bahwa,  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat  datang

menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak

pula  menyuruh  orang  lain  sebagai  wakil  atau  kuasanya  yang  sah,  padahal

kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara

relaas panggilan nomor 323/Pdt.G/2021/PA.Botg  yang  telah

dibacakan  di  ruang  persidangan,  sedangkan  ternyata  ketidakhadirannya  itu

disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;
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SALINAN

Bahwa  mediasi  tidak  dapat  dlaksanakan  dikarenakan  Tergugat  tidak

pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan

Penggugat, yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

 Bahwa  karena  Tergugat  tidak  datang  dalam  persidangan,  maka

jawabannya tidak dapat didengar;  

Bahwa,  untuk  membuktikan  dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  1459/247/XI/2011  tanggal  24

November 2011  yang dikeluarkan oleh  Kantor Urusan Agama Kecamatan

Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur,  bukti  surat

tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan

diberi tanda P.1;

2. Surat  Keputusan  Pemberian  Izin  Perceraian  Nomor:

800/138/BKPSDM.03 yang ditetapkan di Bontang oleh Wali Kota Bontang

tanggal 29 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu

oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti  surat  Penggugat  juga telah mengajukan alat  bukti

saksi yaitu SAKSI , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Swasta, bertempat tinggal di Kota Samarinda, dibawah sumpah menerangkan

pada pokoknya sebagai berikut :

 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

 Bahwa saksi adalah rekan kandung Penggugat;

 Bahwa  saksi  mengetahui  hubungan  antara  Penggugat  dan

Tergugat adalah suami isteri;

 Bahwa   setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat

tinggal bersama di Kota Bontang;

 Bahwa  saksi  mengetahui  selama  Penggugat  dan  Tergugat

menikah, dari pernikahan itu dikaruniai 3 orang anak;
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 Bahwa  sepengetahuan  saksi  awalnya  rumah  tangga  harmonis,

namun sekitar pertengahan tahun 2020 yang lalu terjadi perselisihan dan

pertengkaran;

 Bahwa  saksi  pernah  melihat  dan  mendengar  pertengkaran

Penggugat dan Tergugat;

 Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan

Tergugat  adalah  karena  Tergugat  selingkuh  dengan  wanita  lain  yang

bernama Wiwik;

 Bahwa  sepengetahuan  saksi  sejak  bulan  Oktober  2020,

Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi

dari rumah;

 Bahwa  saksi  pernah  mendamaikan  dan  menasihati  Penggugat

dan Tergugat untuk berdamai dan rukun, namun tidak berhasil

Bahwa selanjutnya  Penggugat   tidak  mengajukan  apapun  lagi  dalam

persidangan ini  dan Penggugat   telah  mengajukan  kesimpulan  secara  lisan

yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula ingin bercerai

dengan Tergugat dan mohon putusan;  

Bahwa  segala  sesuatu  yang  terjadi  dalam  persidangan  telah  dicatat

dalam berita  acara  persidangan,  dan untuk  meringkas uraian  Majelis  cukup

menunjuk  berita  acara  persidangan  tersebut  sebagai  bagian  yang  tidak

terpisahkan dari putusan ini ; 

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara hukum

Islam,  lalu  Penggugat  mengajukan  gugatan  cerai  terhadap  Tergugat,  oleh

karena  itu  berdasarkan Pasal  40  dan Pasal  63  ayat  (1)  Huruf  (a)  Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 1 Huruf (b) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7

Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
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2009, maka Pengadilan Agama Bontang berwenang memeriksa dan mengadili,

serta memutus perkara ini;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  mendalilkan  telah  melangsungkan

perkawinan  secara  hukum  Islam  dan  tercatat  di  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan  Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur dan

mengajukan gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran

secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, sebagaimana

maksud  termuat  dalam  Pasal  19  Huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9

Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974

tentang Perkawinan  jo. Pasal  116 Huruf  (f)  Kompilasi  Hukum Islam,  maka

Penggugat memiliki kedudukan hukum (legitima persona standi in judicio) untuk

mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26

Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun 1975,  Penggugat  dan Tergugat  telah

dipanggil  secara  resmi  dan  patut  untuk  menghadiri  persidangan  yang  telah

ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Penggugat telah hadir sendiri

(in person) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus

orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang,  bahwa  atas  ketidakhadiran  Tergugat  tanpa  alasan  yang

sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara

ini  dilanjutkan  dan  dapat  diputus  dengan  tanpa  hadirnya  Tergugat  (verstek)

sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  82  Ayat  (1)  dan  (4)  Undang-

undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama sebagaimana  telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan  Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009  jo. Pasal  31  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya

damai, namun hanya berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun dan

tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha

tersebut tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  upaya  perdamaian  melalui  proses  mediasi  tidak

dapat  ditempuh  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung

Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di
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Pengadilan,  karena  selama  pemeriksaan  perkara  ini  berlangsung,  Tergugat

tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan

patut;

Menimbang,  bahwa  pemeriksaan  perkara  ini  dilanjutkan  dengan

pembacaan gugatan Penggugat, yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan

oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak

memberikan jawabannya karena Tergugat  tidak  pernah hadir  menghadap di

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat

gugur hak jawabnya, serta Majelis Hakim sependapat dengan doktrin ulama

Islam dan  mengambil  alih  sebagai  sebagai  pendapat  Majelis  Hakim,  dalam

Kitab Ahkamul Qur’an, Juz 2, halaman 45:

Artinya:  Barang  siapa  yang  dipanggil  oleh  Hakim  di  dalam  persidangan

sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka

dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  juga  sependapat  dengan  doktrin

ulama Islam dalam Kitab Al-Anwar Juz II, Halaman 149 yang kemudian diambil

alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

Artinya  :  Apabila  (Tergugat)  berhalangan  hadir  karena  bersembunyi  atau

enggan,  maka  Hakim  memeriksa  gugatan  dan  bukti-bukti  yang

diajukan, kemudian memutusnya.

Menimbang,  bahwa  dari  doktrin  ulama  di  atas  dapat  diambil  sebuah

abstraksi  hukum bahwa Tergugat  yang tidak  hadir  dalam persidangan  telah

menghilangkan  hak-haknya  sehingga  terhadap  gugatan  Penggugat  dapat

diperiksa  dan  diputus  tanpa  kehadiran  Tergugat,  dalam hal  ini  guna kehati-

hatian Majelis  Hakim dalam menilai  pokok perkara ini  melawan hukum atau

tidak melawan hukum, serta beralasan atau tidak beralasan, dan juga perkara

ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (lex

specialis  derogat  legi  generalis)  dan  untuk  menghindari  kesepakatan  untuk

bercerai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 208 KUH
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Perdata, maka untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara

Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) tidak dapat hidup rukun sebagai suami

isteri  sesuai  dalam Pasal  39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor

16 Tahun 2019, gugatan mana dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi

Pengadilan tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah

mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami

isteri sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975,  maka  Majelis  Hakim  perlu  mengetahui  lebih  jelas  sebab-sebab

perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dan  Tergugat  dan  perlu

mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat

dengan Penggugat maupun Tergugat; 

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil  gugatan  Penggugat,

terhadap  hal  mana  Penggugat  telah  mengajukan  alat  bukti  (P.1  dan  P.2),

terhadap bukti (P.1 dan P.2) tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang,

telah  bermeterai  cukup,  telah  dinazegelen  dan  telah  disesuaikan  dengan

aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P.1 dan P.2) telah memenuhi syarat

formil  alat  bukti  otentik  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal  285 R.Bg  dan

Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.1) memiliki hubungan dengan

pokok perkara yaitu  untuk membuktikan antara Penggugat  dengan Tergugat

terikat perkawinan yang sah, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti,

dengannya  telah  mempunyai  nilai  pembuktian  sempurna  (volledig)  dan

mengikat  (bindende),  sehingga  terbukti  antara  Penggugat  dengan  Tergugat

terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dan untuk

mengajukan gugatan perceraian ini  telah mendapatkan izin dari  atasan yang

berwenang sesuai dengan bukti P.2 (Fotokopi Surat Keputusan Izin Perceraian)

yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan

aslinya. Bukti P.2 adalah akta autentik yang dikeluarkan dan ditandangani oleh

pejabat  yang  berwenang  dan  telah  memenuhi  syarat  formal  dan  materil

pembuktian,  sehingga  alat  bukti  P.2  memiliki  nilai  bukti  yang  lengkap  dan

sempurna sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima dan
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dipertimbangkan.  Berdasarkan  surat  izin  tersebut,  maka  sesuai  dengan

Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  tahun  1983  tentang  Izin  Perkawinan  dan

Perceraian  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  sebagaimana  telah  diubah  dengan

peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 3 ayat (1) yaitu bagi PNS

yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau Surat Keterangan

lebih  dahulu  dari  pejabat,  maka  terbukti  gugatan  Penggugat  telah  sesuai

dengan  prosedur dan peraturan yang berlaku;

Menimbang,  bahwa selain  Penggugat mengajukan bukti  (P.1 dan P.2)

juga  mengajukan  satu  orang  saksi,  yaitu  SAKSI   (rekan  kerja  Penggugat),

terhadap saksi Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-

masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi,

karena saksi tersebut merupakan orang terdekat Penggugat. Dengan demikian

saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  pembuktian  khususnya  dalam

perkara  bidang perkawinan,  sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal  171,

dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

tentang  Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang

Perkawinan,  sehingga  keterangan  saksi  Penggugat  tersebut  dapat

didengarkan;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan  tentang

materil alat bukti saksi Penggugat;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  yang  diajukan  oleh  Penggugat

mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang

disebabkan  Tergugat  menjalin  hubungan  asmara  dengan  wanita  lain  yang

bernama  Wiwik  dan  telah  tinggal  bersama  dengan  wanita  tersebut,  antara

Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober

tahun 2020 lalu, dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat

dengan  Tergugat  tetapi  tidak  berhasil,  adalah  fakta  yang  dilihat  sendiri  dan

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan oleh karena itu

keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat pula di muka persidangan hanya mampu

menghadirkan  satu  orang  saksi  yang  memenuhi  syarat  formil  dan  materil

sebagai  saksi,  hal  mana  satu  orang saksi  belum mencapai  batas  minimum

pembuktian  dan  meskipun  Penggugat  menyatakan  tidak  sanggup  lagi
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menghadirkan  saksi  lainnya,  namun  dirinya  menyatakan  kesediannya  untuk

mengangkat sumpah, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim secara ex

officio memerintahkan Penggugat untuk mengangkat sumpah  suppletoir guna

melengkapi  alat  bukti  yang  telah  diajukan  oleh  Penggugat  sebagaimana

ditentukan dalam Pasal 182 R.Bg;

Menimbang,  bahwa  kekuatan  pembuktian  yang  didasarkan  satu  orang

saksi lalu ditambah dengan sumpah dalam memutus suatu perkara merupakan

hal yang lumrah dilakukan dalam praktek peradilan Islam, bahkan Rasulullah

(s.a.w)  sendiri  pernah  memutus  suatu  perkara  yang  pembuktiannya

berdasarkan kepada satu orang saksi dan sumpah sebagaimana ditegaskan

dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn ‘Abbas bahwa:

أنَّ رَسُولَ اللهِّ - صَلىّ اللهُ علَيَهِْ وسََلمَّ- قضََى بيِمَِينٍ وشََاهدٍِ. (رواه مسسسلم (
). قال الشيخ اللباني : صحيح)3608) وأبو داود (4569

“Sesungguhnya Rasulullah  (s.a.w)  pernah memutus (suatu  perkara)  dengan

berdasarkan bukti sumpah dan satu orang saksi.” (Hadis ini diriwayatkan oleh

Muslim, hadis no. 4569 dan Abu Daud, hadis no. 3608 dan menurut al-Albani,

hadis ini sahih); 

Menimbang,  bahwa sehubungan dengan doktrin  hukum Islam tersebut,

pakar hukum Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M. Hum. dalam bukunya

yang  berjudul  “Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan

Agama”, hal. 264 yang diterbitkan oleh Prenada Media: Jakarta Tahun 2006 M

menegaskan lebih lanjut tentang mekanisme sumpah suppletoir yang selama

ini  lazim  dipraktekkan  di  dunia  peradilan  Indonesia,  bahwa  untuk  dapat

diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk

mengangkat sumpah, haruslah ada bukti permulaan terlebih dahulu sehingga

apabila  ditambah  dengan  sumpah  suppletoir  tersebut  maka  pembuktian

menjadi sempurna, selanjutnya pandangan ini  diambil  alih sebagai pendapat

hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan satu orang saksi yang ditambah dengan

sumpah  Penggugat  dapat  dijadikan  bukti  dalam  perkara  ini  sehingga  bukti

Penggugat tidak lagi menjadi satu orang saksi bukanlah saksi atau yang lebih

dikenal dalam istilah hukum acara sebagai unus testis nullus testis sepertimana

ditegaskan dalam Pasal 306 R.Bg, karena keterangan satu orang saksi yang
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semula  sebagai  bukti  permulaan  berubah  menjadi  bukti  sempurna  dengan

adanya sumpah suppletoir  yang diucapkan sendiri  oleh  Penggugat  di  muka

persidangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 184 dan Pasal 185 R.Bg,

sehingga  dengan  demikian  sumpah  tersebut  memenuhi  syarat  formil  dan

materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  gugatan  Penggugat  yang  diperkuat

oleh bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi Penggugat, Majelis Hakim

menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan  Tergugat adalah suami istri sah dan dikaruniai dikaruniai

3 orang anak;

2. Bahwa pada awalnya rumah tangga harmonis, namun sejak  bulan  Juli

2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa  penyebab  pertengkaran  dan  perselisihan  Penggugat  dan

Tergugat  adalah  karena  Tergugat  menjalin  hubungan  asmara  dengan

wanita lain yang bernama Wiwik;

4. Bahwa sejak  bulan Oktober  2020 Pengggugat  dan Tergugat  berpisah

tempat tinggal karena Tergugat yang pergi dari kediaman bersama;

Menimbang,  bahwa  terhadap  dalil-dalil  yang  telah  dibuktikan  oleh

Penggugat tersebut di atas, oleh Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah

berhasil  membuktikan  dalil-dalil  dalam  gugatan  cerainya  dan  juga  Majelis

Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat  dan

Tergugat tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar dan tidak

dapat  rukun  kembali,  namun  Majelis  Hakim  lebih  lanjut  akan

mempertimbangkan patut atau tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir

bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri

dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

kekal  berdasarkan  Ketentuan  Yang  Maha  Esa,  dan  juga  dalam  Pasal  3

Kompilasi  Hukum  Islam  disebutkan  bahwa  perkawinan  bertujuan  untuk

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah,

dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:
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Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari

jenis  diri  kamu  seorang  pasangan  hidup,  agar  kamu  menemukan

ketenangan  bersamanya  dan  dijadikan-Nya  di  antara  kamu  saling

mencintai  dan  saling  kasih  sayang.  Sesungguhnya  dalam  hal  yang

demikian  itu  merupakan pertanda kebesaran Allah  bagi  orang-orang

yang berfikir”.;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  tersebut  di  atas,  dapat

diketahui,  bahwa  unsur  dari  perkawinan  adalah  adanya  ikatan  lahir  bathin

antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika

unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya

perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga

yang bahagia tidak tercapai;

 Menimbang,  bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat

dan Tergugat tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk satukan

kembali dan apabila dipertahankan maka akan mendatangkan rasa tidak aman,

mudharat bagi  Penggugat  dan  Tergugat.  Sedangkan  dalam  ajaran  Islam

menghindari mudharat wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung

Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak

perlu  melihat  siapa  yang  bersalah  menyebabkan  perselisihan  dan

pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan

sulit  didamaikan  lagi,  menjadi  dasar  pertimbangan  dikabulkannya  suatu

perkara;

Menimbang,  bahwa dalam perkara  ini  Majelis  Hakim sependapat  dan

mengambil  alih  sebagai  pendapat  Majelis  Hakim  terhadap  pendapat  pakar

hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:
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Artinya  :  “Apabila  si  isteri  telah  menunjukkan  sikap  sangat  benci  kepada

suaminya,  maka  Hakim  boleh  menjatuhkan  talak  satu  suaminya

kepada isterinya”.

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  perlu  sependapat  dengan  pakar

hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290, kemudian diambil

alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

Artinya:  Apabila  hakim  telah  menemukan  bukti-bukti  yang  diajukan  oleh

Penggugat  (istri)  atau  Tergugat  telah  memberikan  pengakuan,

sedangkan  hal-hal  yang  menjadi  dakwaan  Penggugat  yaitu

ketidakmampuan kedua  belah  pihak  untuk  hidup  bersama sebagai

suami istri  dan hakim tidak berhasil  mendamaikan keduanya, maka

hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, alasan gugatan Penggugat  telah memenuhi  unsur-unsur yang tertuang

dalam  Pasal  39  Ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang

Perkawinan  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  16

Tahun 2019 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

jis. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim

dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan

talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan maksud

Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  89  Ayat  (1)  Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009,  oleh  karena  perkara  ini  mengenai

sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara; 

Mengingat  dalil-dalil  syar’i  dan  Pasal-Pasal  dalam  peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini; 
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MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap sidang, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 

3. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp1.276.000,00 (satu juta dua ratus delapan ribu rupiah);

Demikian  Putusan  ini  dijatuhkan  dalam  permusyawaratan  Majelis

Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Senin tanggal 27 September 2021

Masehi,  bertepatan dengan tanggal  12 Shafar  1443 Hijriyah,  oleh kami  Nor

Hasanuddin, Lc., M.A., sebagai  Ketua Majelis, Riduansyah, S.H.I dan Ahmad

Farih  Shofi  Muhtar,  S.H.I,  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  yang

dibacakan pada hari  itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Haerul Aslam, S.H.,

sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  oleh  Penggugat  tanpa  hadirnya

Tergugat.

Ketua Majelis,

Nor Hasanuddin, Lc., M.A. 
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

             Riduansyah, S.H.I. Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.

Panitera Pengganti,
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Haerul Aslam, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran :  Rp. 30.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp. 1.160.000,00

4. Biaya PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00

5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

6. Biaya meterai :     Rp.                10.000,00  

    Jumlah Rp. 1.280.000,00 

    (satu juta dua ratus delapan ribu rupiah);
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